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ABSTRAK

Abdul Rozak 2024. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli
Tanah Dengan Model Pembayaran Dp (Studi Jual Beli Tanah
Masyarakat Muslim Desa Karangdadap Kab. Pekalongan). Skripsi
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam
Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Jual beli tanah dengan model pembayaran DP mengakibatkan
resiko konflik kepemilikan di tengah para pelaku transaksi. Konflik
tersebut merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual
beli tanah dengan kepemilikan belum sempurna. Jual beli tanah ini
mengakibatkan resiko hukum dan potensi konflik kepemilikan yang
dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah itu.

Penelitian ini membahas bagaimana hak dan kewajiban para
pihak dalam transaksi jual beli tanah dengan model pembayaran DP
dan Bagaimana akibat hukumnya penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan
Sumber data Primer dan sekunder, teknik pengumpulan data
menggunakan observast dan wawancara, dan teknik analisis data
menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa di desa Karangdadap ada dua pola transaksi jual beli tanah
dengan Sistem DP, namun tanah tersebut diperjual belikan kembali

Hasil penelitian menunjukan jual beli tanah dengan model
pembayaran DP di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan bahwa
ada dua pola sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran DP lunas dan
sistem DP tidak lunas, dimana sistem pembayaran DP lunas hak dan
kewajiban penjual dan pembeli sudah terpenuhi dan sah secara hukum
Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, kemudian sistem DP tidak
lunas, hak dan kewajiban penjual dan pembeli belum sepenuhnya
terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum Islam maupun
hukum positif di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pembeli belum
melakukan pelunasan pembayaran, sehingga belum ada proses
peralihan hak milik tanah, dan belum terpenuhinya syarat-syarat
transaksi. Dalam kasus jual-beli tanah dengan model pembayaran DP di
Desa Karangdadap, beberapa akibat hukum timbul. Menurut hukum
Islam, sistem pembayaran DP lunas secara hukum Islam dan hukum
Positif sah, dan untuk sistem pembayaran DP tidak lunas jual-beli
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tersebut telah rusak tidak sah, karena menimbulkan ketidak pastian
untuk mendapatkan hak milik Menurut hukum Positif, peralihan hak
milik atas tanah adalah sah. Namun dalam penggunaan hak miliknya

masih  ditangguhkan karena secara hukum belum sempurna
kepemilikannya

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Jual Beli Tanah, Tidak Sempurna
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ABSTRACT

Abdul Rozak 2024. Rights and Obligations of the Parties in Buying
and Selling Land Using the Down Payment Model (Study of Buying
and Selling Land in Muslim Communities in Karangdadap Village,
Pekalongan Regency). Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law
Department. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Anindya Aryu Inayati's supervisor, M.P.I

Buying and selling land using a down payment model results in
the risk of ownership conflicts among the transaction actors. This
conflict is detrimental to one of the parties involved in the sale and
purchase transaction of land with incomplete ownership. Buying and
selling land results in legal risks and potential ownership conflicts
which can harm the parties involved in the land buying and selling
transaction.

This research discusses the rights and obligations of the parties
in a land sale and purchase transaction using a down payment model
and what the legal consequences are. This research is empirical legal
research using a qualitative approach using primary and secondary data
sources, data collection techniques using observation and interviews,
and data analysis techniques. using descriptive analysis methods. The
results of the research show that in Karangdadap village there are two
patterns of land buying and selling transactions using the DP system,
but the land is resold and bought back.

The results of the research show that buying and selling land
using the down payment model in Karangdadap Village, Pekalongan
Regency shows that there are two payment system patterns, namely the
down payment system in full and the down payment system in full,
where the down payment system in full the rights and obligations of the
seller and buyer have been fulfilled and are valid under Islamic law.
and Positive Law in Indonesia, then the DP system is not paid off, the
rights and obligations of sellers and buyers have not been fully fulfilled
in accordance with legal provisions, both Islamic law and positive law
in Indonesia. This is because the buyer has not yet made the payment in
full, so there has been no process of transferring land ownership rights,
and the transaction conditions have not been fulfilled. In the case of
buying and selling land using the down payment model in Karangdadap
Village, several legal consequences arise. According to Islamic law, the
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DP payment system in full is valid according to Islamic law and
Positive law, and for the DP payment system which is not paid in full,
the sale and purchase has been damaged and is not valid, because it
creates uncertainty in obtaining ownership rights. According to Positive
law, the transfer of ownership rights to land is legitimate. However, the
use of his ownership rights is still suspended because legally ownership
is not yet perfect.

Keywords: Rights and Obligations, Buying and Selling Land,
Imperfect
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan akad atau transaksi yang dilakukan
oleh kedua belah pihak dengan menukarkan suatu barang sesuai
kesepakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diantara
keduabelah pihak. Di dalam Islam, jual-beli merupakan salah satu
bentuk mu’ammalah yang dilakukan oleh manusia selain dari sewa-
menyewa, gadai dan sebagainya. Adapun hikmah dibolehkannya
jual-beli yaitu menghindarkan dari kesulitan dalam bermuamalah
dengan hartanya. Namun, jual beli dilakukan dengan cara yang
dihalalkan dan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan hukum.
Ketentuan yang dimaksud berkenan dengan rukun dan syarat agar
terhindar dari hal-hal yang dilarang.*

Akad jual beli tanah akan dipandang sah dalam Islam
apabila telah memenuhi rukun dan syarat. keragaman pola penjual
dan pembeli juga berbagai faktor yang mendasari perilaku jual-beli
yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, tawar-
menawar, kejujuran tentang kualitas barang dan sebagainya. Maka
kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah
praktek jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syari’at Islam
ataupun belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha
harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah
atau batalnya jual beli. Maksud adanya ketentuan-ketentuan
tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan, harus diketahui
keadaan dan sifatnya.?

Namun syarat dan sahnya suatu jual beli tersebut ternyata
masih disalah gunakan oleh oknum tertentu di masyarakat. Seperti
kasus yang terjadi di Desa Karangdadap yaitu adanya suatu
transaksi jual beli tanah antara bapak Rusdi dan bapak Mustadlirin,

! Amir Syafruddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), 194.
2 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: Ahdi
Mahasatya, 2004), 152.



dimana transaksi tersebut belumlah selesai, pembeli yang hanya
membayar uang muka atau DP (Down Payment), kemudian menjual
kembali tanah yang belum lunas tersebut kepada orng lain. Dalam
hal ini pak Rusdi bertindak seolah telah memiliki hak kepemilikan
yang utuh atas tanah tersebut. Praktik jual beli tanah yang belum
sempurna kepemilikanya kemudian diperjualbelikan kembali
dengan sistem kavling di Desa Karangdadap. Pada praktek jual beli
tanah ini mengakibatkan resiko hukum yang signifikan dan potensi
konflik kepemilikan yang dapat merugikan pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi jual beli tanah di Desa Karangdadap.

Transaksi antara bapak Mustadlirin dan bapak Rusdi
tersebut, menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji hak dan
kewajiban para pihak dalam jual beli tanah dengan status
kepemilikan tidak sempurna di Desa Karangdadap. Terlebih lagi
persoalan mengenai berpindahnya hak kepemilikan suatu barang
dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, menjadi
menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama kaitannya dengan hak-
hak dan kewajiban, penjual dan pembeli yang belum termaktub
secara komprehensif dan terperinci dalam literatur hukum ekonomi
syariah. Sehingga untuk mengisi kekosongan studi tersebut,
disusunlah penelitian dengan judul: “HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN
MODEL PEMBAYARAN DP (Studi Jual Beli Tanah Masyarakat
Muslim Desa Karangdadap Kab. Pekalongan)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual

beli tanah dengan model pembayaran DP di Desa Karangdadap?
2. Bagaimana akibat hukum dari jual beli tanah dengan model
pembayaran DP pada masyarakat muslim di Desa
Karangdadap?
. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam
transaksi jual beli tanah dengan model pembayaran DP di Desa
Karangdadap

2. Untuk menganalisis akibat hukum jual beli tanah dengan model
pembayaran DP pada Masyarakat Muslim di Desa Karangdadap

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi
dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan
kewajiban para pihak penjual dan pembeli menurut hukum
Islam dan hukum Positif di Indonesia terhadap transaksi jual
beli Tanah yang status kepemilikanya tidak sempurna.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pedoman
kepada pembeli dan penjual tentang bagaimana melaksanakan
transaksi jual beli tanah dengan pembayaran uang muka (Down
Payment) sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori

tentang jual beli dalam Islam dan jual beli menurut hukum positif di

Indonesia, kerangka teori ini akan menjadi landasan atau isu

analisis untuk menjawab penelitian tersebut.

1. Jual beli dalam Islam
a. Pengertian jual beli dalam Islam

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara
bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual
beli menurut bahasa (etimologi) berarti al-Bai’ yang berarti
menjual, mengganti menukar sesuatu dengan yang lain.’

® Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Ed.1, Cet.11 (Depok: Rajawali Pers, 2017),
67.



Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti al-
Bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah swt
berfirman:*

I

Yose 282 4. -
{29} 35 (3 )AS 3 ln

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak
akan merugi” (Q.S Fathir ayat 29)

Jual beli atau perdagangan menurut istilah
(terminologi) adalah tukar menukar suatu barang dengan
barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan
hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling
merelakan.’

Jual beli menurut etimologi atau bahasa artinya
pertukaran atau saling menukar sesuatu dengan sesuatu
yang lain. Sedangkan menurut pengertian figih, jual beli
adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain
dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat
diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan
sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli
dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik
pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai
pengganti harga barang, menjadi milik penjual.®

Jual beli harus saling ridha, sebagaimana firman
Allah:

5ol (38 & W) Jlabally 1 105l 155 ) sl sl 30
3E8 V5% (al 5 0 Win ) 58 (8 Bl G)* &

* A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung:
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2018), 139.

® Suhendi, Figih Muamalah, 229.

® Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu amalat, Jakarta: AMZAH, 2015. 173.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-
Nisa’29).

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli,
sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama
lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa
adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan
membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan
adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak
penjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini
terjadilah hukum jual beli.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya
oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik.
Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang
dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang
dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh
pedagang yang mengerti ilmu figih. Hal ini untuk
menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak.
Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli
yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak
memiliki pengetahuan ilmu figih karena takut jual beli yang
dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah
pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda
dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan

7 Q.S An-Nisa/4:29



syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia
mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli
adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem
yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta
dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat
serta terdapat kecendrungan manusia untuk
menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu
adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab gabul).?

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah
adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa
barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka
dengan agad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang
tersebut. Objek jual beli berupa barang yang
diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang
tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah
yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka
sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena
tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau
salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

2. Jual Beli Dalam Hukum Positif
a. Pengertian Jual-Beli Dalam hukum Positif

Jual Beli Menurut KUHPerdata Jual beli menurut
KUH Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik di mana
pihak yang satu yaitu penjual berjanji untuk menyerahkan
hak milik atas suatu harang, sedang pihak yang lainnya
yaitu pembeli yang berjanji untuk membayar harga yang
terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan
hak milik tersebut.’

Hal tersebut sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata.
Jual beli yang dianut di dalam hukum perdata ini hanya

® Ismail Nawawi, Fikih Muamalah (Klasik Kontemporer), (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 75.

® R Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, cetakan kelO, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1-2.



bersifat obligator, karena perjanjian itu belum memindahkan
hak milik yang artinya bahwa perjanjian perjanjian jual beli
baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara
kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan
kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik
atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan
kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang
telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban
kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai
imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas
barang yang dibelinya. Atau dengan kata lain, bahwa jual
beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum
memindahkan hak milik.*
b. Syarat-Syarat Jual-Beli dalam hukum Positif

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya,
dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu
bentuk dari perjanjian. Syaratsyarat sahnya suatu perjanjian
tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

Supaya terjadi perjanjiaan yang sah, perlu dipenuhi
empat syarat:**
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) suatu hal tertentu;
4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat
subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau
subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua
syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu.

19 Sudaryo Soimin, 1994, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi 1, Cet.1,
Jakarta : Sinar Grafika, 94.
1 salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 49.



Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan,
dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang
yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut
hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa
atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap
menurut hukum.*?

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa
suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu,
artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang
yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus
ditentukan jenisnya. Berdasarkan pasal 1320 KUH
Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat
keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu
sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda
oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain
pada isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak
menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang
atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan
oleh hukum atau undnag-undang hanyalah tindakan
orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud
dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi
perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual
beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.*

F. Penelitian yang Relevan
Penelitian tentang transaksi jual beli tanah telah banyak
dilakukan, namum belum ditemukan penelitian yang secara khusus
menganalisis hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam
transaksi jual beli tanah dengan pembayaran uang muka, terutama
dalam perspektifhukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

12 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1998), 17.
3 Subekti, Hukum Perjanjian, 19.



Diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan juga
sesuai dengan tema penelitian ini, antara lain:

Pertama, thesis yang ditulis Laili Sukmawati, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (pada tahun2022)
dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual
Beli Tanah Berbasis Sengketa Di Desa Semoyang Kecamatan Praya
Timur”. Penelitian ini dan penelitian Laili Sukmawati sama-sama
mengangkat permasalahan terkait jual beli tanah dengan sistem DP.
Namun perbedaanya dalam penelitian Rizka, ia melakukan kajian
komparasi, yaitu mengkaji pendapat fikih as-syafi’i dan fikih al-
hanbali. Sedangkan penelitian ini mengkaji Akibat hukum dalam
jual beli tanah yang belum sempurna kepemilikanya serta hak
kewajiban para pihak jual beli tanah tersebut menurut hukum islam
dan hukum positif di indonesia.**

Kedua, Penelitian yang diangkat oleh Siti Aminah Harahap,
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan (pada tahun 2017) dengan judul “Hukum Jual Beli
Tanah Yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut
Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga
Kecamatan Panyabungan)” penelitian ini dan penelitian Siti
Aminah Harahap sama-sama mengangkat permasalahan terkait jual
beli tanah dengan sistem DP. Namun, perbedaanya dalam penelitian
Siti Aminah Harahap, ia melakukan kajian komparasi yaitu
mengkaji pendapat Imam Syafi’l Sedangkan penelitian ini mengkaji
Akibat hukum dalam jual beli tanah yang belum sempurna
kepemilikan serta hak kewajiban para pihak jual beli tanah menurut
hukum islam dan hukum positif di Indonesia*®

1 Riska Aini, “Praktek jual beli tanah dengan memakai uang panjar (uang
muka) di kecamatan laguboti kabupaten tobasa propinsi Sumatera utara (perspektif
fikih as-syafi’i dan fikih al-hanbali)” Skripsi Ditunjukan Sebagai Syarat Mempunyai
Gelar Sarjana, (Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

BSaipudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah
Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Uang Muka (Studi Kasus di Kampung
Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan)” Skripsi
Ditunjukan Sebagai Syarat Mempunyai Gelar Sarjana, (Lampung: Stai Al Ma’arif
Way Kanan, 2021).
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Ketiga, Penelitian yang diangkat oleh Dandi Dwi
Andika, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara (pada
tahun 2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Jual Beli Tanah Kebun Yang Masih Disewakan di
Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”.
Penelitian ini dan penelitian Dandi Dwi Andika sama-sama
mengangkat permasalahan terkait jual beli tanah dengan sistem
DP. Namun perbedaanya dalam penelitian Dandi Dwi Andika,
ia melakukan kajian komparasi, yaitu mengkaji pendapat
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Sedangkan penelitian ini mengkaji Akibat hukum
dalam jual beli tanah yang belum sempurna kepemilikan serta
hak kewajiban para pihak jual beli tanah menurut hukum islam
dan hukum positif di Indonesia.*®

keempat, penelitian yang diangkat oleh Ressa Pratama,
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung (pada tahun 2023) dengan judul “Analisis Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Sistem
Down Payment (Dp) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu
Bandar Lampung). Penelitian ini dan penelitian Ressa Pratama
sama-sama mengangkat permasalahan terkait jual beli tanah
dengan sistem DP. Namun perbedaanya dalam penelitian Ressa
Pratama terletak pada lokasi penelitian dan fokus
permasalahannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji di desa
Karangdadap dan isi permasalahanya tentang jual beli tanah.*’

Pemaparan diatas menunjukan bahwa penelitian dengan
tema tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap hak pembeli
dan penjual pada transaksi jual beli tanah dengan pembayaran

18 Dandi Dwi Andika, “Tinjauan Yuridis Status Down Payment (Uang Muka)
Dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi Ditunjukan Sebagai Syarat Mempunyai
Gelar Sarjana, (Padang: Universitas Islam Nusantara, 2023).

" Ressa Pratama, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Pakaian Dengan Sistem Down Payment (Dp) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu
Bandar Lampung)” Skripsi Ditunjukan Sebagai Syarat Mempunyai Gelar Sarjana,
(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
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DP/uang muka ini meskipun bukan satu-satunya tetapi punya
nilai kebaruan dan berbeda dari empat penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
(empirical legal research). Penelitian hukum empiris adalah
penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung
terhadap fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat.™®
Karena bertempat didesa Karangdadap dan mengkaji fenomena
transaksi jual beli tanah yang ada disana dan kaitanya dengan
hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang status
kepemilikanya tidak sempurna. Pada penelitian ini, penulis
memperoleh data—data dari studi lapangan, hasil wawancara dan
informasi dari narasunber yang terkait dengan tema tema
penelitian tersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
pendekatan dengan data berupa pendapat yang dibuat kalimat
atau kata-kata  bukan berupa angka. Pada penelitian ini
mengandung data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari beberapa subjek dan pengamatan terhadap suatu perilaku,
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas di Desa
Karangdadap tentang hak dan kewajiban para pihak dalam
transaksi jual beli tanah dengan kepemilikan tidak sempurna di
Desa Karangdadap.®
3. Sumber data
a. Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh
dari sumber pertama, yaitu narasumber yang terkait dengan
tema penelitian. Adapun yang menjadi sumber primer

8 exy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2013), 26.

YNictorianus Aries Siswanto, “Strategi dan Langkah — langkah
Penelitian“.(2012), 57.
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adalah hasil wawancara dengan pembeli dan penjual tanah
di Desa Karangdadap.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh secara tidak langsung atau bukan dari subjek
penelitian. Penelitian ini yang menjadi sumber sukender ini
yaitu buku Fikih muamalah, buku hukum ekonomi syariah,
jurnal terkait jual beli tanah dalam prespektif hukum
ekonomi syariah.
4. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data
yang menggunakan media penglihatan dan pendengaran.?
Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi
mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi
jual beli tanah dengan kepemilikan tidak sempurna di Desa
Karangdadap.
b. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab secara
lisan guna mendapatkan informasi—-informasi atau
keterangan dengan teknik mendengarkan langsung
subjeknya.? Wawancara yang dimasukkan dalam penelitian
ini yaitu mewawancari salah satu penjual atau pembeli
Tanah di Desa Karangdadapyang bernama Mustladirin.
Tanya jawab yang dilakukan terkait pertanyaan yang di
rumusan masalah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan
cara melihat atau mencatat dengan melihat dokumen atau

2gywartono, “Dasar - Dasar Metodologi Penelitian”, (Yokyakarta : Andi
Offset, 2014), 41.

ZICholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian : memberika
bekal teoritis pada mahasiswa tantang metodologi penelitian serta diharapkan dapat
melaksanakan penelitian dengan langkah — langkah yang benar”, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2013), 83.
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sumber yang telah tersedia.”? Teknik dokumentasi penulis
gunakan untuk mencari buku, referensi, karya ilmiah,
ataupun lainnya yang terkait penelitian ini juga
mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari lokasi
penelitian. Contoh dokumen yang berbentuk Tulisan yaitu
catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera,
biogarafi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang
berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan
lain-lain yang di peroleh dari lokasi penelitian. Contoh
dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film
dan lain-lain.

5. Analisis data

Data pada penelitian ini dianalisis dengan metode
deskriptif analisis, yang menganalisis dan menampilkan
informasi sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan
ditarik kesimpulanya. Kesimpulan yang ditawarkan selalu
memiliki landasan factual yang jelas, sehingga memungkinkan
segala sesuatunya segera dikaitkan dengan fakta-fakta yang
dikumpulkan.?®

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar sistematis, maka penulis menguraikan
secara runtut berdasarkan:

BAB I, PENDAHULUAN berisi halaman pendahuluan, pada
bab ini, penulis telah menguraikan beberapa poin berupa latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, kajian Pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB Il HAK DAN KEWAJIBAN DALAM AKAD JUAL
BELI landasan teori berupa teori-teori yang penulis ambil sebagai
referensi dalam penulisan skripsi. Bab ini menguraikan mengenai

2Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, (Yokyakarta : Sukses
Offset, 2011), 92.

2 Saifuddin azwar, “Metodologi Penelitian, cet. 17 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), 36.
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pengertian jual beli dalam islam dan jual beli menurut hukum
positif.

BAB 11l PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA
KARANGDADAP. menjelaskan gambaran umum tentang
transaksi jual beli tanah di desa karangdadap dan gambaran umum
transaksi jual beli tanah dengan model pembayaran DP di desa
karangdadap.

BAB IV ANALISIS YANG MENJAWAB RUMUSAN
MASALAH pada bab ini dijawab pertanyaan penelitian yaitu,
bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli
tanah dengan model pembayaran DP di Desa Karangdadap, dan
bagaimana akibat hukum dari jual beli tanah dengan model
pembayaran DP pada masyarakat muslim di Desa Karangdadap.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang selaras dengan
tujuan penelitian dan saran-saran untuk mendukung dan
membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Hasil penelitian mengenai jual beli tanah tidak sempurna di

Kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan peneliti dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli menurut hukum islam
maupun hukum positif di indonesia belum sepenuhnya
terpenuhi. Terutama dalam melakukan rukun dan syarat sahnya
jual beli terkait dengan pelunasan pembayaran yang disepakati
kedua belah pihak, kejelasan objek dan harga serta adanya
pertukaran secara langsung. Jika syarat-syarat tersebut tidak
terpenuhi, transaksi bisa menjadi tidak sah dan akibat
hukumnya bervariasi tergantung pada keadaan kasus. Misalnya,
jika pembeli tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan,
penjual dapat membatalkan transaksi atau menuntut ganti rugi.
Selain itu, jika pembeli kemudian menjual tanah tersebut
kepada pihak ketiga sebelum kepemilikan sempurna, transaksi
tersebut juga dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.

2. Dalam kasus jual beli tanah di Desa Karangdadap, jika transaksi
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum
positif, maka pembeli tidak dapat memperoleh hak kepemilikan
yang sah atas tanah tersebut namun sah secara jual beli.
Kemudian pembeli yang tidak melakukan pelunasan secara
penuh dan kemudian memperjualbelikan tanah tersebut tanpa
seizin pemilik dapat dianggap melanggar hukum perdata dan
berkewajiban mengganti kerugian kepada penjual. Selain itu,
belum adanya pembuktian hak milik atas tanah yang kuat dalam
Hukum dapat menyebabkan tanah tersebut kembali menjadi
milik pihak lain yang mempunyai klaim kepemilikan utuh yang
kuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti akan
menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk
kedepannya, diantaranya:

1. Masyarakat Desa Karangdadap perlu diberikan pemahaman
yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi jual
beli tanah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di
Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar,
atau pelatihan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga
terkait atau pihak berwenang. Pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi jual beli tanah di Desa Karangdadap harus mematuhi
ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun
hukum positif di Indonesia, untuk mencegah terjadinya konflik
dan kerugian di masa mendatang.

2. Diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi
masyarakat Desa Karangdadap terkait proses transaksi jual beli
tanah agar dapat menghindari praktik-praktik yang melanggar
ketentuan hukum.
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